BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ada beberapa hal dalam pelaksanaan dari perjanjian bagi hasil di
Desa Kerokan, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung yang
tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Pertama,
perjanjian tidak dilakukan secara tidak tertulis karena perjanjian tersebut
dilakukan karena pemilik sudah mengenal penggarap sejak lama. Pemilik
sudah mengetahui sifat dan perilaku dari penggarap, sehingga pemilik dan
penggarap saling percaya satu sama lain. Kedua, perjanjian dalam membuat
tersebut dihadiri oleh dua orang saksi, dan Kepala Desa, namun desa
tersebut menggunakan hukum adat yaitu lisan dan kepercayaan. Pemilik dan
Penggarap yang tidak mengetahui adanya Undang-Undang Bagi Hasil,
dikarenakan tidak ada sosialisasi maupun pengetahuan mengenai Undang-
Undang tersebut. Ketiga, pembagian kedua pihak tersebut adalah
maro/paron, yang berarti setengah kepada pemilik dan setengah kepada
penggarap. Pembagian hanya berdasarkan dari kesepakatan di awal yaitu
menggunakan sistem setengah-setengah atau 50% kepada pemilik dan 50%
kepada penggarap. Jaman dahulu desa tersebut masih menggunakan sistem
mertelu (1:3) namun sekarang dirubah menjadi (/:/) supaya adanya
keseimbangan dan keadilan bagi pemilik dan penggarap. Jangka waktu dan

akhirnya perjanjian mengikuti panen dari setiap tanaman tersebut selesai.
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B. Saran

Melihat adanya pelaksanaan dan dari kesimpulan diatas, pemilik
dan penggarap sebaiknya tetap melakukan perjanjian hitam diatas putih. Hal
tersebut dapat mencegah adanya kecurangan baik dari pemilik dan
penggarap. Pembuatan perjanjian tersebut dapat digunakan sebagai
kekuatan hukum yang tetap bagi para pihak baik pemilik maupun penggarap
itu sendiri. Perjanjian dengan tertulis juga dapat digunakan sebagai wadah
atau pegangan mengenai hak dan kewajiban dari para pihak yang melakukan
perjanjian. Pemerintah maupun perangkat desa sebaiknya lebih memberi
pengetahuan pada warga di Desa Kerokan supaya lebih berwawasan luas

dan lebih paham lagi mengenai hukum.
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